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LEMBARAN DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN 
No. 5,2020 PEMERINTAH            KOTA            TANGERANG         SELATAN.  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

 TENTANG  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9                     

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah                   

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



 

- 3 – 
 

PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   WAKIL WALIKOTA  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA   SEKRETARIS DAERAH  

 

PARAF KOORDINASI 

KEPALA DPPKAD  

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5533); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 

1211); 

  17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan            

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91); 
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  18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan            

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 110). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN 

dan 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

bendahara umum daerah. 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. 

 

Pasal 3 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)    

huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp3.444.240.657.335,00  

b. belanja Rp3.634.758.648.773,00  

surplus/(defisit)     Rp(190.517.991.438,00) 

c. pembiayaan:   

1. penerimaan Rp461.868.262.542,35    

2. pengeluaran Rp22.000.000.000,00  

pembiayaan netto  Rp439.868.262.542,35 

SiLPA  Rp249.350.271.104,35  

 

Pasal 4 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp17.866.295.711,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.462.106.953.046,00 

2. realisasi Rp3.444.240.657.335,00 

selisih lebih/(kurang) Rp17.866.295.711,00 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp267.216.566.815,35 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp3.901.975.215.588,35 

2. realisasi Rp3.634.758.648.773,00 

selisih lebih/(kurang) Rp267.216.566.815,35 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp(249.350.271.104,35) dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran surplus/defisit Rp(439.868.262.542,35) 

2. realisasi Rp(190.517.991.438,00) 

selisih lebih/(kurang) Rp(249.350.271.104,35) 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp461.868.262.542,35 

 

2. realisasi Rp461.868.262.542,35 

selisih lebih/(kurang)            Rp0,00 



 

- 6 – 
 

PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   WAKIL WALIKOTA  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA   SEKRETARIS DAERAH  

 

PARAF KOORDINASI 

KEPALA DPPKAD  

 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp22.000.000.000,00 

 

2. realisasi Rp22.000.000.000,00 

selisih lebih/(kurang)                          Rp0,00 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan netto             

setelah perubahan 

Rp439.868.262.542,35 

2. realisasi Rp439.868.262.542,35 

selisih lebih/(kurang) Rp0,00 

 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

tahun 2019 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp21.036.338.664.456,05 

b. jumlah kewajiban Rp16.115.352.616,34 

c. jumlah ekuitas dana Rp21.020.223.311.839,68 

 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut: 

a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2019     Rp461.944.247.736,62 

 b. arus kas dari aktivitas operasi  Rp1.015.901.187.145,00 

 c. arus kas dari aktivitas investasi aset non 

keuangan  

 Rp(1.228.419.178.583,00) 

d. arus kas dari aktivitas pendanaan                             Rp0,00 

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp(75.124.355,27) 

 f. saldo akhir kas di  BUD  Rp249.351.131.943,35 

g. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran  Rp0,00 

h. saldo akhir kas per 31 Desember 2019 Rp249.351.131.943,35 
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Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai 

berikut: 

a.  Jumlah Pendapatan – Laporan Operasional   Rp3.640.958.288.631,87 

b.  Jumlah Beban – Laporan Operasional   Rp2.926.100.035.320,39 

c.  Surplus / Defisit Kegiatan Operasional      Rp714.858.253.311,48 

d.  Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional     Rp(78.048.453.446,77) 

e.  Surplus / Defisit Pos Luar Biasa                              Rp0,00 

f.  Surplus / Defisit Laporan Operasional      Rp636.809.799.864,71 
 

 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam                 

Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember tahun 2019 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal      Rp461.868.262.542,35 

b. Penggunaan Saldo Sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

   Rp(461.868.262.542,35) 

 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA) 

     Rp249.350.271.104,35 

 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 

Sebelumnya 

                             Rp0,00 

e. Lain-Lain                              Rp0,00 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir      Rp249.350.271.104,35 
 

 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)               

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 

sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal Rp20.341.366.032.605,94 

b. Surplus Defisit - Laporan Operasional Rp636.809.799.864,71 

c. R/K Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                              Rp0,00 

d. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Rp42.047.479.369,07 

 

e. Ekuitas Akhir Rp21.020.223.311.839,72 
 

Pasal 10 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. 
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Pasal 11 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam               

Pasal 2, terdiri atas:    

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional;  

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 

Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;  

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai 

Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam 

Tahun Anggaran Berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang kemudian diatur ketentuan pelaksanaannya dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah.   

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari 

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai 

pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7                     

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019. 
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Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka 

Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan, 

menyusun laporan keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Sebelum dilakukannya laporan keuangan tersebut kepada masyarakat 

melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan.  

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai auditor yang independen akan melaksanakan 

audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan 

pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan 

keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar 

akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, juga dapat dilakukan pemeriksaan internal.  

Berdasarkan urgensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang- 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengamanatkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019. 
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Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat 

mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai asas umum 

pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, 

serta manfaat untuk masyarakat.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas.  

Pasal 3 

  Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

  Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 
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